
  

 

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 19 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI JASA UMUM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BOJONEGORO, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu 
diganti;  
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Jasa Umum; 
 

Mengingat : 1. 

 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3019 ); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4252); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4844); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
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  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4444); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);   
 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4674);   
     

  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);   
 

  11. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) ; 
 

  12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 
 

  13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 
 

  14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 
 

  15. Undang–Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 
1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3529); 
  

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3838); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4736); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5161); 

  24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 10 Tahun 

2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat 

Telekomunikasi; 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
 

  26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan 
Pemeliharaan Alat Pemadam Api ringan ;  
 

  27. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : 
Per.02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran 
Automatik; 
 

  28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 
tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ; 
 

  29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 

18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 

19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang 

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 

Telekomunikasi; 
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  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 

1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1988 

Nomor 5 Seri C);  

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 

Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 

2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2010 Nomor 6) ; 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
 

dan 
 

BUPATI BOJONEGORO 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
  Pasal 1 

 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro. 
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–
undangan yang  berlaku. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
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6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut. 

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 

12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 
pengurangan dan penanganan sampah. 

13. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum 
sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, 
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat 
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. 

15. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses 
dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan.  

16. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang – orang bangsa 
Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 
dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

17. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang bukan Warga 
Negara Indonesia. 

18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu 
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, 
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas 
anggota keluarga. 

19. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah 
identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan 
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bojonegoro yang berlaku diseluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

20. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang membuat 
data otentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, 
kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang 
diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 
 


